
 

 
  

 
 
 

 
WALIKOTA GUNUNGSITOLI 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI 

NOMOR 4 TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 71 TAHUN 

2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA GUNUNGSITOLI, 

 
 
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, maka beberapa 

ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 

71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota 

Gunungsitoli perlu disesuaikan dan diadakan perubahan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gunungsitoli 

Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan 

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota 

Gunungsitoli; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4931); 

 

   SALINAN 



  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 



  10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan; 

  11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintahan Daerah; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Gunungsitoli; 

  15.  Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gunungsitoli 

Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli; 

  16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 71 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi Pemerintah Kota Gunungsitoli; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 71 

TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

PEMERINTAH   KOTA GUNUNGSITOLI 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli 

Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan 

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota 

Gunungsitoli, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut : 



 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli. 

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah daerah adalah walikota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli. 

5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Gunungsitoli. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Gunungsitoli. 

8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Gunungsitoli. 

9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan 

tanda­ tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, 

baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat 

dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam 

berbagai kemasan dan format sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

secara elektronik ataupun non elektronik. 

10. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, 

penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar 

dan suara untuk bahan informasi publik. 

11. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, 

disimpan dan dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh 

suatu badan publik yang berkaitan dengan 

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau 

penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik 

lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan publik. 

12. Badan publik adalah pemerintah daerah dan DPRD 

yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah atau organisasi non pemerintah 

sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber 

dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, 

sumbangan masyarakat dan/ atau luar negeri. 



13. Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi 

tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu 

pada badan publik. 

14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang 

selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang 

bertanggung jawab dalam pengumpulan 

pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, 

penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi dan 

dokumentasi, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID 

Pembantu. 

15. PPID Utama adalah pejabat yang bertanggung jawab   

dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, 

pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan 

informasi dan dokumentasi Pemerintah Kota 

Gunungsitoli. 

16. PPID Pembantu adalah pejabat yang bertanggung jawab 

dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, 

pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan 

informasi pada perangkat daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Gunungsitoli. 

17. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan Atasan 

PPID Utama. 

18. Pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang 

selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola 

layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kota 

Gunungsitoli. 

19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 

Daerah pada Pemerintah Kota Gunungsitoli dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya 

disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis 

yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan 

tugas-tugas PPID. 

21. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang 

selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang berisi 

keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi 

dan dokumentasi publik yang berada di bawah 

penguasaan Pemerintah Kota Gunungsitoli tidak 

termasuk informasi dan dokumentasi yang 

dikecualikan. 

22. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

selanjutnya disingkat RPID dan adalah dokumentasi 

yang tempat pelayanan informasi dan dokumentasi 

publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya 

yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian 

informasi dan dokumentasi publik. 

23. Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang 

selanjutnya disingkat SIDP adalah sistem penyediaan 

layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, 



mudah dan wajar sesuai dengan Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik. 

24. Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang 

selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi 

gambaran umum kebijakan teknis informasi dan 

dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan 

dokumentasi dan rekomendasi serta rencana tindak 

lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

informasi dan dokumentasi. 

25. Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli 

yang selanjutnya disingkat FKPPID Kota Gunungsitoli 

adalah wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi, 

pembinaan dan pengawasan PPID Pemerintah Kota 

Gunungsitoli. 

26. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi 

antara badan publik dengan pemohon informasi publik 

dan/ atau pengguna informasi publik yang berkaitan 

dengan hak memperoleh dan/ atau menggunakan 

informasi publik berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

27. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, 

badan hukum atau badan publik. 

28. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/ 

atau badan hukum Indonesia yang mengajukan 

permintan informasi publik sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. 

29. Pengguna informasi publik adalah orang yang 

menggunakan informasi publik sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

 

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

 

(1) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli 

dengan membentuk dan menetapkan PPID. 

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat 

pada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. 

(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID 

dibentuk PLID. 

(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

PPID Utama pada PLID. 

(5) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah. 

 

 

 



 

 

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 13 

 

(1) Jenis-jenis SOP PPID, antara lain: 

a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; 

b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; 

c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; 

d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan 

e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi. 

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Dinas. 

 

 

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga 

Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

 

 

Pasal 14 

 

(1) DIDP paling sedikit memuat: 

a. nomor; 

b. ringkasan isi informasi; 

c. SKPD yang mengusai informasi; 

d. penanggungjawab pembuatan dan penerbitan 

informasi; 

e. waktu dan tempat pembuatan informasi; 

f. bentuk informasi yang tersedia; dan 

g. jangka waktu penyimpanan dan retensi arsip. 

(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala 

oleh PPID Utama. 

(3) Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang 

sudah dipublikasikan diserahkan kepada Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunungsitoli. 

(4) Format DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

LAMPIRAN  PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI 

NOMOR    :   4 TAHUN 2021 
TANGGAL :   10 MARET 2021 
TENTANG :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA 

GUNUNGSITOLI NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI 
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WALIKOTA GUNUNGSITOLI, 
 
  
                  ttd 
 

                LAKHOMIZARO ZEBUA 


